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TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012

Menimbang

Viengingat

a.

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PARIGI MOUTONG,

bahwa Retribusi Daerah sektor Izin Gangguan dinilai telah
menghambat investasi daerah oleh pemerintah, sehingga harus
dihapuskan;

bahwa sebagai konsekuensi atas penghapusan pungutan
Retribusi Daerah sektor Retribusi Izin Gangguandalam jenis
Retribusi Perizinan Tertentu serta dalam rangka melakukan
penyesuaian terhadap perubahan organisasi Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu
melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan arah
pengaturan serta dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang 2017tentang
Pencabutan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, perlu menetapkan
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012
tentang Retribusi [zin Gangguan dalam Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor
10 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Pasal 18 avat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679); '
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4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pencabutan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27
Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di
Dacrah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan lzin Gangguan Di Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);

S. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong
Tahun 2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Parigi Moutong Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong
(Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016
Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi
Moutong Nomor 159);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAIKRAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

dan
BUPATI PARIGI MOUTONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun
2012 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 134)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 (Lembaran
Dacrah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Dacrah Kabupaten Pargi Moutong Nomor 157), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 1, angka 2 Pasal 1 diubah, angka 4, angka 6, angka 11,
angka 12 dihapus, di antara angka 4 dan angka S5 disisipkan 2 (dua) angka,
yakni angka 4a, angka 4b serta ditambahkan 1 (satu) angka , yakni angka 25,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

1.
2,

4a.

4b.

Pasal 1
Daerah adalah Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yvang menjadi kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
Dihapus.

Badan Pendapatan Daerah, vang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Parigi Moutong sebagai Perangkat Daerah
yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan
Daerah serta bertanggungjawab dalam pengelolaan penerimaan Sumbangan
Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
RetribusiDaerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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9.

10.

12.

!

14.

16.

19.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi Perscroan Terbatas,Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana
Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya
termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk Usaha Tetap.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya vang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan. pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam,barang,prasarana,
sarana atau lasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

Dihapus.

Dihapus.

Izin Mendirikan Bangunan, yang sclanjutnya disingkat IMB adalah perizinan
vang diberikan oleh Pemerintah Dacrah kepada pemohon untuk membangun
baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan
bangunan sesuai dengan persvaratan administrasi dan persyaratan teknis
yang berlaku.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan kostruksi yang
menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnva berada di
atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,
kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budava, maupun
kegiatan khusus.

Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan
kontruksi vang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak
digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.

Minuman Beralkohol termasuk di dalamnya pengertian Minuman Keras
adalah minuman vang mengandung ethanol vang diproses dari bahan hasil
pertanian vang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan
destilasi, baik menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses
dengan cara rmencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara
pengenceran minuman dengan ethanol.

Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB
terhadap bangunan vang sudah terbangun di kawasan vang belum memiliki
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan (RTBL) dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Wajib Retribus: adalah orang pribadi atau badan vang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu vang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu
dari Pemerintah Daerah

Surat Setoran Retribusi Daerah, vang selanjutnya disingkat SSRD adalah
bukti pembavaran atau penvetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah
melalui tempat pembayaran vang ditunjuk Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Lebih Bayar, yang selanjutnva disingkat
SKRDI.B adalah snrat ketetanan  retrihnei  vano menentiilan  i1imlah



9.

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah. vang selanjutnva disingkat SKRD adalah
surat ketetapan Retribusi vang menentukan besarnya jumlah pokok
Retribusi yang terutang.

23. Surat Tagihan Retribusi Daerah. vang selanjutnya disingkat STRD adalah
surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi
berupa bunga dan/atau denda.

24, Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang
dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah
vang terjadi serta menemukan tersangkanva.

25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 2
(1) Jenis Retribusi vang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. dihapus;
d. Retribusi Izin Trayek; dan
e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
(2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (1) digolongkan sebagai
Retribusi Perizinan Tertentu.

. BAB III dihapus.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 13
(1) Dihapus.
(2) Dihapus.

. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai

berikut :
Pasal 14
| Dihapus.
(2) Dihapus.

Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai
berikut :
Pasal 14
(1) Dihapus.
(2) Dihapus.

Ketentuan Pasal 16 dihapus.

Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3)dan ayat (4) dihapus, sehingga
berbunyi sebagai berikut :
Pasal 17
(1} Dihapus.
(2) Dihapus.
() Dihapus.
(44} Dihapus.

Ketentuan ayat (1) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 39
') Perangkat Daerah vang melaksanakan pemungutan Retribusi diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu. .
2) Pemberian insentii sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan melalui
Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah.




(3) Tata cara pembenan dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang
undangan.

10: Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 45

(1) Peraturan Pelaksanan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6
(enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Bapenda sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang
keuangan di bidang pendapatan Daerah atau Perangkat Daerah lainnya di
lingkungan Pemerintah Daerah vang menyelenggarakan pungutan Retribusi
Daerah sektor Perizinan Tertentu.

Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannyva dalam Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal [4 JMUC 019
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SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

LEMBARAN DAERAII KABUPATIEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2018 NOMOR 2




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, maka semua Peraturan Daerah vang mengatur Retribusi
Daerah harus menvesuaikan dengan Undang-undang tersebut. Peraturan Daerah
tentang Retribusi Perizinan Tertentu ini akan menjadi pedoman dalam upaya
penanganan dan pengelolaan Retribusi Daerah guna meningkatkan penerimaan
Daerah.

Retribusi Daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong percepatan
pembangunan Daerah, meningkatkan pendapatan Daerah dalam rangka untuk
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.Selain itu dengan Peraturan
Daerah ini diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi
kewajiban Retribusi Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu dihapus,
vakni Retribusi Izin Gangguan,sehingga jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang
diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan,
Retribusi Pelavanan [zin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retrbusi Izin
Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Penghapusan Retribusi Izin Gangguan tersebut sejalan dengan telah
diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang
Pencabutan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penetapan lzin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penetapan Izin Gangguan Di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor : 500/3231/5J, tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2017, tanggal 19 Juli 2017, yang dimaksudkan dalam rangka
percepatan pembangunan Daerah melalui kemudahan dalam perizinan dan
kenvamanan berusaha sehingga tidak menghambat investasi ke Daerah.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah melakukan
perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu.

PASAL DEMI PASAL

Pasal [

Cukup jelas.
Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONGNOMOR




